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BAB I 

 

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN 

 

A. MEMBANGUN INTEGRITAS 

Integritas merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan 

konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspetasi dan 

berbagai hal yang dihasilkan. Seseorang dianggap memiliki integritas 

ketika apabila orang tersebut memiliki karakter dan kepribadian sebagai 

berikut: 

1. Jujur dan dapat dipercaya 

2. Mempunyai komitmen 

3. Bertanggungjawab 

4. Menepati ucapannya 

5. Setia 

6. Menghargai waktu 

7. Mempunyai prinsip dan nilai-nilai luhur yang baik 

 

Dalam menjalankan tugasnya mewujudkan aksi perubahan berupa 

sistem layanan sistem template surat putusan perkara (SITARA) dalam 

rangka optimalisasi dukungan pelayanan melalui sub administrasi 

perkara, dan sebagai Project Leader dalam aksi perubahan ini, Penulis 

menjalankan nilai-nilai integritas yang dapat dijadikan acuan untuk 

anggota Tim Efektif dalam menjalankan tugasnya demi kelancaran 

dalam mencapai tujuan aksi perubahan secara bersama-sama.  

Langkah lain yang ditempuh penulis dalam membangun integritas 

adalah dengan menerapkan gaya kepemimpinan melayani, dengan 

selalu berusaha untuk mendengarkan keluhan dari anggota tim dan 

memberikan tawaran solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan 

yang muncul, menunjukkan empati terhadap anggota tim yang sedang 

menghadapi permasalahan, menjadi pendengar dan membantu 
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menawarkan solusi atas permasalahan yang dihadapi, memberikan 

dorongan emosional yang baik kepada anggota tim, menjadi penengah 

terhadap permasalahan yang timbul, memberikan keyakinan kepada 

seluruh anggota tim tunduk dan patuh pada aturan yang ada, 

menkonseptualisasikan ide-ide yang diperlukan dan bersama-sama 

mengupayakan pengembangannya, mempelajari permasalahan secara 

holistic, serta membangun komunikasi dengan stakeholder dengan cara 

yang persuasif. 

Dalam tahap menyamakan persepsi dengan stakeholder, 

pembangunan integritas dilakukan dengan meyakinkan stakeholder 

bahwa tim efektif yang dipimpin oleh Project Leader bekerja atas dasar 

nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dapat dipercaya, dan menghargai orang 

lain. Project Leader juga memberikan keyakinan kepada stakeholder 

bahwa tim efektif yang dibangunnya memiliki paradigma baru dalam 

memberikan pelayanan terbaik, kejujuran dalam komunikasi, tanggung 

jawab dan focus pada pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas secara 

bersih dan terorganisir serta berperilaku positif dalam membangun 

integritas. 

Dalam penyusunan pedoman pembuatan template surat putusan 

perkara, Project Leader menekankan kepada Tim Efektif untuk 

menerapkan nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dapat dipercaya, dan 

menghargai orang lain dalam penyusunan dan pembuatan 

pembangunan sistem template surat putusan perkara, mengingat 

database yang dikelola Tim Efektif adalah hal yang bersifat rahasia. 

Selain itu, Project Leader menjadikan kegiatan penyusunan surat 

putusan perkara sebagai sebuah kegiatan yang berupaya memberikan 

pelayanan kepada stakeholder dalam mendengarkan berbagai keluhan, 

memberikan empati terhadap permasalahan yang dihadapi, membantu 

penyelesaian masalah, mengupayakan keterbukaan layanan dan, 

komitmen terhadap pengembangan layanan yang lebih baik, cepat dan 

akurat dalam penyusunan surat putusan perkara.   
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Hal lain yang menjadi bagian dari upaya membangun integritas 

adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban 

pertanggungjawaban seseorang atau suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan terkait 

kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi 

dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. 

Dalam mengembangkan Aksi Perubahan, upaya yang dilakukan 

guna membangun akuntabilitas kinerja organisasi adalah dengan 

membangun kerja sama dengan Anggota Tim Efektif baik internal 

maupun eksternal melalui pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi baik 

secara fisik maupun virtual. Dalam rapat koodinasi dengan Tim Efektif 

Internal, Penulis meminta tanggapan dan masukan atas gagasan aksi 

perubahan yang akan dilakukan, termasuk kritik dan saran yang 

membangun guna mencapai target yang sesuai yang diinginkan. 

Dalam implementasi Aksi Perubahan ini, dilakukan tahapan-

tahapan kegiatan sesuai dengan milestone yang telah ditetapkan, seperti 

proses pembentukan tim efektif, pelaksanaan diskusi dan rapat-rapat 

baik dengan dengan tim efektif maupun stakeholder, pembuatan 

pedoman, penginputan dan pemrosesan data. Seluruh kegiatan yang 

dilakukan dilaporkan dan disosialisasikan kepada para Pemangku 

Kepentingan agar mendapat dukungan terutama dari atasan langsung 

dan sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas penulis selaku Project 

Leader. 

 

B. PENGELOLAAN BUDAYA PELAYANAN 

Budaya pelayanan dicirikan sebagai lingkungan kerja dimana 

anggota organisasi membagi pemahaman bersama tentang norma-

norma dan harapan untuk memprioritaskan kebutuhan orang lain 

dibandingkan dirinya sendiri dan menyediakan bantuan serta dukungan 

untuk orang lain.  

Budaya organisasi adalah karakteristik dan pedoman yang dianut 



Laporan Aksi Perubahan PKP Setjen DPR RI 2021 | SITARA |  4  

oleh para anggota organisasi atau kelompok usaha tertentu. Perlu 

dipahami bahwa budaya ini berperan untuk mendorong dan 

meningkatkan efektivitas kerja organisasi baik dalam jangka pendek, 

jangka menengah, maupun jangka panjang. 

Dalam setiap organisasi selalu memiliki budaya tersendiri, dan ini 

berfungsi sebagai  penanda  yang  memiliki  ciri  khas  tersendiri.  Jika  

inovasi  merupakan  hal penting   untuk   pertumbuhan   sebuah   

organisasi   maka   sangatlah   penting   untuk mengembangkan   budaya   

organisasi   yang   kreatif   dan   inovatif.   Pengembangan budaya kreatif 

dan inovatif akan lebih baik apabila dilakukan secara bersama-sama, 

karena  keduanya  memiliki  suatu  sinergitas  yang  kokoh.   

Produk  baru  dibuat  guna meningkatkan       kinerja       dalam       

rangka   dukungan/supporting terhadap Lembaga khususnya dukungan 

administrasi kepada dewan. Produk ini diharapkan dapat memudahkan 

unit organisasi kerja di Set. MKD dalam  membuat surat putusan yang 

baku dan rapi.  Budaya  kerja  yang mendukung aksi perubahan tersebut 

sebagai tergambar pada tahapan berikut:  

1. Melaksanakan Proses Pembangunan Layanan Sistem Template 

Surat Putusan Perkara (Sitara). 

Tim  efektif  telah  mulai  bekerja  tanggal  27  September  2021,  

diawali rapat  koordinasi  dengan  para  jajaran  di  lingkungan  

Sekretariat  MKD dan Tenaga Ahli MKD sebagai persiapan  awal  

pelaksanaan Aksi Perubahan dan  pembentukan  tim efektif yang 

lebih luas. Pengukuhan tim efektif ini dilakukan melalui Surat Tugas 

Tim  Efektif  yang  ditanda  tangani  oleh  Plt. Kepala Biro 

Persidangan II,  dengan Nomor  : 131/PD II/IX/2021, tanggal 24 

September 2021. Dengan   demikian   tim   efektif   sudah   memiliki   

dasar   hukum   dalam melaksanakan  tugasnya.  

Selanjutnya  rapat  tim  efektif  dilakukan  dengan seluruh  

Sekretariat  dan  Tenaga  Ahli  MKD  sebagai  persiapan  

pelaksanaan aksi  perubahan.   Setelah  tercapai  kesepakatan  
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dengan  tim  efektif  internal, langkah   berikutnya   mengundang   

Bagian   Sistem Informasi dan Infra Struktur Teknologi Informasi 

(Pustekinfo) Setjen DPR RI  yang bertugas sebagai Tim 

pembentukan aplikasi.  Seluruh  kegiatan  rapat-rapat  

didokumentasikan  oleh  Tim TV Parlemen DPR RI baik dalam 

bentuk foto maupun video. 

Beberapa  strategi  yang  dilakukan  dalam  membangun  budaya  

kerja yang sehat dalam tim, antara lain: 

a. Kerjasama   yang   solid     antar   Tim   Efektif     baik   internal   

maupun eksternal. 

b. Berdiskusi  dengan  anggota  tim  dimana  setiap  anggota  bebas  

dalam mengemukakan   pendapatnya,   saran,   masukan   juga   

kritikan   guna mencapai tujuan yang maksimal. 

c. Membudayakan   pemanfaatan   tekhnologi   akibat   pandemi   

Covid-19 sehingga tugas-tugas tetap dapat terselesaikan dengan 

baik. 

2. Terbangunnya aplikasi Sitara (Sistem Template Surat Putusan 

Perkara). 

Aplikasi SITARA dibangun dengan melibatkan berbagai unsur 

melalui sebuah proses diskusi dan koordinasi antar Anggota Tim 

Efektif. Dalam proses diskusi yang melibatkan berbagai unsur 

dengan latar belakang pendidikan, lingkup kerja dan budaya kerja 

yang berbeda, Project Leader mengupayakan terbangunnya 

komunikasi yang terbuka, saling menghormati dan memahami 

sehingga tercipta sinergi yang saling melengkapi diantara sesama 

Anggota Tim Efektif. 

Aplikasi ini diharapkan mampu memunculkan budaya kerja baru, 

yaitu kinerja pelayanan yang cepat, tepat dan akurat dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yang ada. 

 

Selain budaya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat serta 
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pemanfaatan teknologi informasi, budaya yang juga harus 

ditanamkan adalah pelayanan yang menjamin kerahasiaan 

dokumen yang berisi data dan informasi perkara yang disampaikan 

kepada Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD). Untuk itu, agar 

kerahasiaan dan keamanan database SITARA telah dibuat langkah-

langkah terkait pengelolaan keamanan data sebagai berikut: 

- Untuk mengakses SITARA harus memiliki ijin khusus. Dalam hal 

ini hak Akses hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang 

menjadi Administrator Aplikasi, yaitu: Kepala Sub Bagian 

Administrasi Perkara, 1 (satu) orang pelaksana di Sub Bagian 

Administrasi Perkara, dan 1 (satu) orang pelaksana di Sub Bagian 

Rapat. 

- Kata sandi (password) untuk membuka akses ke aplikasi SITARA 

hanya diketahui oleh orang yang memiliki akses ke aplikasi 

tersebut. 

- Hanya dapat diakses dengan menggunakan intranet dengan kabel 

Local Area Network (LAN) 

Setelah proses pembangunan aplikasi yang diikuti dengan tahapan 

penyusunan pedoman dan penginputan data. Dengan selesainya 

pembuatan aplikasi, selanjutnya Tim Efektif melakukan uji coba 

terhadap penggunaan aplikasi tersebut untuk mengantisipasi adanya 

kendala dalam penggunaannya. 

Dengan selesainya pembuatan aplikasi ini maka Sekretariat 

melakukan uji coba terhadap penggunaan aplikasi tersebut untuk 

dapat melihat hasil dari pembuatan template surat putusan perkara 

dan penggunaannya. Akses untuk masuk aplikasi hanya diberikan 

kepada   Staf   tertentu   khususnya      dibagian   Sub Administrasi   

Perkara   yang   memang   bertugas   menangani  hasil-hasil putusan  

perkara. 

 

3. Sosilisasi aplikasi Sitara kepada Pimpinan MKD 
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Setelah    melakukan    sosialisasi    penggunaan    aplikasi    Sitara 

(Sistem Template Surat Putusan Perkara) ini, maka    tahap 

selanjutnya  adalah  mensosialiasikan  kepada  Pimpinan  MKD  

(milestones jangka  menengah)  bagaimana  cara  pengunaan  

aplikasi  dimaksud.  Sesuai arahan Pimpinan MKD dan untuk 

menjaga kerahasiaan, maka akses masuk aplikasi sementara 

hanya diberikan kepada Staf   tertentu   khususnya      dibagian   Sub 

Administrasi Perkara. 

 

C. PENGELOLAAN TIM 

Dalam melakukan pengelolaan Tim, Project Leader melakukan tahapan 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) 

Pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini lebih 

condong kepada stakeholder internal dikarenakan materi dan 

kegiatan yang dilakukan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) 

bersifat tertutup dan rahasia. Pemangku kepentingan internal 

mencakup seluruh Anggota MKD, Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD. 

Karena itu, aplikasi   Sistem Template Surat Putusan Perkara 

(SITARA) ini diperuntukkan khusus Anggota MKD karena berkaitan 

dengan marwah dan martabat anggota Dewan, sehingga tidak semua 

Anggota Dewan, Sekretariat Jenderal DPR RI, dan masyarakat atau 

publik dapat diperkenankan untuk membuka aplikasi ini. 

Kemanfataan yang dapat dirasakan dari Aplikasi SITARA ini bagi 

Anggota DPR RI, khususnya Anggota Mahkamah Kehormatan 

Dewan adalah meningkatnya dukungan layanan terhadap Anggota 

dewan khusunya Anggota MKD sesuai visi dan misi Sekretariat 

Jenderal DPR RI. Sedangkan bagi Organisasi guna meningkatkan 

kemanfaatan Aksi Perubahan bagi kinerja MKD itu sendiri. Untuk itu, 

dalam menghadapi penolakan dari stakeholder, penulis menerapkan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 
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a. Mobilisasi 

Prinsip Mobilisasi adalah prinsip dimana seorang pemimpin dapat 

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada dalam mencapai 

visi, misi dan tujuan yang akan dicapai dengan pembagian tugas 

dan tanggung jawab anggota tim kerja didasarkan atas latar 

belakang dan kompetensi masing-masing individu. Mengingat 

gagasan Aksi Perubahan yang dilakukan sifatnya rahasia, maka 

sumber daya yang dimobilisasi dalam kegiatan ini pun terbatas di 

kalangan internal Sekretariat dan Tenaga Ahli MKD saja. 

b. Open Mind 

Dalam melakukan suatu perubahan Penulis tidak bekerja sendiri 

tapi bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dan membentuk tim 

demi kelancaran aksi perubahan yang akan dilakukan. Masing-

masing anggota tim tentunya mempunyai ide dan saran-saran 

terhadap aksi perubahan. Sebagai seorang pemimpin harus dapat 

menerima setiap masukan/saran bahkan kritikan dari setiap 

anggota tim demi tercapainya tujuan aksi perubahan yang dapat 

dipertangungjawabkan. 

c. Tekad 

Yaitu suatu kemauan/keinginan untuk mencapai/menyelesaikan 

suatu tujuan dengan baik meskipun tidak terlepas dari adanya 

kendala. Sebagai seorang Pemimpin, Penulis harus dapat memiliki 

pengaruh yang kuat untuk dapat mempengaruhi anggota timnya 

agar dapat bekerja sampai tercapainya tujuan aksi perubahan.  

Karenanya, Penulis harus menunjukkan semangat dan tekad untuk 

terus mengejar tujuan yang telah ditetapkan. 

 

Sebagaimana telah disampaikan dalam Rancangan Aksi Perubahan, 

Project Leader melakukan identifikasi dan analisa terhadap pengaruh 

dan kepentingan stakeholder terhadap Aksi Perubahan yang 

dilaksanakan. Dari hasil identifikasi tersebut selanjutnya diterapkan 
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strategi komunikasi yang dapat memberikan pengaruh pada dukungan 

terhadap Aksi Perubahan yang dilaksanakan. Penerapan strategi 

komunikasi terhadap stakeholder dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 1  
Penerapan strategi komunikasi terhadap stakeholder 

 
 

Strategi komunikasi pada hakekatnya adalah perencanaan 

(Planning) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan, dimana 

keberhasilan proyek perubahan sangat dipengaruhi oleh komunikasi 

yang efektif. 

Dalam rangka implementasi aksi perubahan Optimalisasi pada 

Sub Administrasi Perkara dalam pembangunan SITARA (Sistem 

Template Surat Putusan Perkara) pada Bagian Set. MKD, strategi 

komunikasi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Konsultasi. 

Konsultasi adalah strategi komunkasi antara Project Leader 

dengan atasan langsung serta melakukan komunikasi tatap muka 

langsung dengan stakeholder yang terkait. Proses konsultasi 

dilakukan kepada Pimpinan MKD dan Kepada Bagian Set. MKD 

DPR RI. 
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b. Diskusi/Koordinasi. 

Koordinasi yang dimaksud untuk mengatur pelaksanaan 

pengorganisasian kegiatan dalam upaya sinkronisasi, penyatuan, 

pengintegrasian kegiatan-kegiatan pada tim internal, sehingga 

menghasilkan suatu tindakan, pandangan untuk mencapai tujuan 

bersama secara efektif dan efisien. Koordinasi  dilakukan 

terhadap Tim Efektif di Set. MKD dan stakeholder eksternal yang 

terkait baik secara fisik dan virtual. 

c. Sosialisasi. 

Sosialisasi adalah sebuah proses transfer pengetahuan dengan 

memberikan informasi tentang aksi perubahan. 

d. Komunkasi Persuasif langsung digunakan dalam bentuk : 

1) Secara lisan dalam pemberian arahan, bimbingan, diskusi, 

motivasi, dan saran dari coach, mentor, anggota tim efektif 

baik stakeholder internal dan eksternal. 

2) Secara lisan dalam bentuk pertemuan dengan para Tim 

Efektif. 

e. Komunikasi Persuasif tidak langsung digunakan dalam bentuk : 

1) Penggunaan surat dalam berkomunikasi dengan stakeholder 

eksternal terkait. 

2) Tertulis dalam pengisian kartu asistensi dari coach dan 

mentor. 

3) Penggunaan media social dalam berkomunikasi melalui 

Whafshap (WA) dengan coach, mentor, anggota tim efektif 

dan stakeholder internal dan eksternal. 

4) Penggunaan alat komunikasi handphone dengan coach, 

mentor, dan Tim Efektif Set. MKD.  

 

Hasil dari penerapan strategi komunikasi terhadap stakeholder sesuai 

dengan tingkatan pengaruh dan kepentingannya memberikan pengaruh 

terhadap dukungan Aksi Perubahan. Perpindahan Mobilisasi 
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stakeholder dalam mendukung dan mensukseskan aksi perubahan 

SITARA sebagaimana telihat pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 2 

Identifikasi perpindahan kuadran stakeholder 

 

 

2. Pembentukan Tim Efektif 

Dalam  rangka  mendukung  pelaksanaan  Aksi  Perubahan,  telah  

dibentuk  Tim Efektif dengan Surat Tugas  yang  ditanda  tangani  oleh  

Plt. Kepala Biro Persidangan II,  dengan Nomor  : 131/PD II/IX/2021, 

tanggal 24 September 2021yang terdiri dari Tim internal dan Tim 

ekesternal. 
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BAB II 

 

DESKRIPSI KEPEMIMPINAN 

 

A. CAPAIAN DALAM PERBAIKAN SISTEM PELAYANAN 

Dalam menerapkan Aksi Perubahan yang bertujuan menghadirkan 

perbaikan sistem pelayanan publik, khususnya dalam pemberian 

layanan penyediaan format Template Surat Putusan Perkara,  penulis 

menerapkan praktek kepemimpinan dalam kegiatan-kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Membangun Tim Efektif 

Tim efektif dalam kegiatan ini adalah orang-orang yang berperan 

penting dalam mendukung dan mensukseskan Aksi Perubahan. 

Berikut ini adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam 

membangun Tim Efektif: 

a. Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Mentor 

Konsultasi dan diskusi dengan mentor di awal kegiatan dilakukan 

pada tanggal 22 September 2021. Selanjutnya tanggal 24 

September 2021, tanggal 06 Oktober 2021, tanggal 8 November 

2021, dan tanggal 15 November 2021. Dalam kegiatan ini Project 

Leader melakukan diskusi dan meminta arahan dan sekaligus 

dukungan dari Mentor, yang dalam hal ini adalah Kepala Bagian 

Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan terkait Aksi 

Perubahan berupa pembuatan Aplikasi Sistem Template Surat 

Putusan Perkara (Sitara). Hasil yang dicapai dari konsultasi dan 

diskusi degan Mentor tersebut adalah: 

- Dukungan penuh terhadap terhadap Aksi Perubahan berupa 

Aplikasi SITARA (Sistem Template Surat Putusan Perkara); 

- Rekomendasi Anggota Tim Efektif yang akan mendukung dan 

membantu Project Leader dalam pembuatan Aksi Perubahan; 
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- Ijin untuk melakukan rapat-rapat dan koordinasi dengan Tim 

Efektif dalam rangka pembuatan Aksi Perubahan. 

Foto 1 
Konsultasi dan  diskusi dengan Mentor 

 

b. Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Coach 

Kegiatan konsultasi dan diskusi dengan Coach Agus Supriyono 

baik secara langsung maupun virtual dilakukan pada awal 

pertemuan tanggal 23 September 2021. Dan selanjutnya tanggal 

27  September 2021, tanggal 19 Oktober 2021, tanggal                   

04 November 2021, dan 15 November 2021. Dalam kegiatan ini  

 
Foto 2 

Diskusi dengan Coach secara virtual, Tgl. 23 September 2021 
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Project Leader melakukan diskusi dan meminta arahan dan 

masukan dari Coach dalam pelaksanaan tahapan aksi perubahan. 
 

Foto 3  
Diskusi dengan Coach secara langsung, 27 September 2021 

 
  

c. Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Tim Bagian Hukum  

Kegiatan konsultasi dan diskusi dengan Bagian  Pertimbangan 

dan Dokumentasi Informasi Hukum (PDIH) baik secara langsung 

maupun tidak langsung yang dilakukan pada tanggal 28 

September 2021, 19 Oktober 2021, 25 Oktober 2021, dan 01 

November 2021. Dalam kegiatan ini Project Leader melakukan 

diskusi dan meminta arahan dan masukan dari Tim Bagian Hukum 

dalam pelaksanaan tahapan aksi perubahan. 

Foto 4 
Diskusi dengan Tim Bagian Hukum    
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d. Melakukan konsultasi dan diskusi dengan Tim Teknologi Informasi 

(BDTI) yang bertugas membantu pembuatan dan pembangunan 

aplikasi Sitara baik secara langsung maupun tidak langsung yang 

dilakukan pada tanggal  tanggal 29 September 2021, 12 Oktober 

2021, 22 Oktober 2021, 25 Oktober dan 08 November 2021. 

Dalam kegiatan ini Project Leader melakukan diskusi dan 

meminta arahan dan masukan dari Tim Teknologi Informasi (BDTI) 

dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi Sitara ini.   

Foto 5 
Diskusi dengan Tim Bagian Teknologi Informasi (Pustekinfo) 

 

 

e. Penjadwalan kegiatan Aksi Perubahan 

Setelah diperoleh dukungan dan rekomendasi terkait Tim Efektif 

yang akan membantu pembuatan Aksi Perubahan, langkah 

kegiatan selanjutnya adalah membuat jadwal pelaksanaan Aksi 

Perubahan. 

Pembuatan jadwal kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan 

bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai dengan Rencana dan 

tahapan kegiatan. Jadwal pelaksanaan Aksi Perubahan dapat 

dilihat dalam gambar berikut: 

 

 



Laporan Aksi Perubahan PKP Setjen DPR RI 2021 | SITARA |  16  

Gambar 3 
Jadwal kegiatan Aksi Perubahan 

 



Laporan Aksi Perubahan PKP Setjen DPR RI 2021 | SITARA |  17  

Gambar 4 
Pelaksanaan Aksi Perubahan 
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f. Melakukan Rapat Koordinasi dengan Tim efektif 

Rapat koordinasi dengan Tim Efektif bertujuan mencari dan 

mendapatkan masukan mengenai upaya yang perlu dilakukan 

dalam perbaikan sistem pelayanan di Mahkamah Kehormatan 

Dewan (MKD) dan langkah strategis yang harus ditempuh dalam 

mewujudkan perbaikan sistem pelayanan tersebut. 

Dalam kegiatan rapat koordinasi ini, Anggota Tim Efektif 

menerapkan langkah-langkah kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya dalam tim. Kegiatan tersebut antara lain: 

1) Pembuatan undangan rapat dan daftar hadir rapat 

Dalam kegiatan ini Anggota Tim Efektif, dalam hal ini Tim 

administrasi melaksanakan tugasnya dalam menyiapkan 

undangan dan daftar hadir rapat sebelum pelaksanaan rapat 

dengan terlebih dahulu melakukan komunikasi informal 

dengan Anggota Tim Efektif lainnya untuk menetapkan 

tanggal undangan rapat. 

2) Pelaksanaan Rapat 

a. Rapat Koordinasi Internal 

Rapat ini dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan pada 

tanggal 23 September 2021 dan tanggal 27 September 

2021 sebagai persiapan awal dan persiapan pembentukan 

Tim Efektif. 

Foto 6 
Rapat Koordinasi Internal, 23 September 2021 
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Foto 7 
Rapat Koordinasi Internal, 27 September 2021 

 

 

b. Rapat Koordinasi Tim Efektif 

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan pada 

tanggal 29 September 2021. Dan selanjutanya tanggal 12 

Oktober 2021, tanggal 18 Oktober 2021, tanggal tanggal 25 

Oktober 2021, tanggal 28 Oktober 2021, dan tanggal 9 

November 2021. Surat Undangan, Kesimpulan Rapat, dan 

Daftar Hadir Rapat (terlampir). Rapat ini dihadiri oleh 

Anggota Tim Efektif. Rapat ini membahas mengenai hal 

teknis pembangunan aplikasi dan keamanan dari SITARA 

(Sistem Template Surat Putusan Perkara) sebagai sebuah 

Aksi Perubahan. 
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Foto 8 
Rapat Koordinasi Tim Efektif, 29 September 2021 

 
 

Foto 9 
Rapat Koordinasi Tim Efektif, 12 Oktober 2021 
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Foto 10 
Rapat Koordinasi Tim Efektif, 18 Oktober 2021 

 
 

Foto 11 
Rapat Koordinasi Tim Efektif, 25 Oktober 2021 
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Foto 12 
Rapat Koordinasi Tim Efektif, 28 Oktober 2021 

 
 

 
Foto 13 

Rapat Koordinasi Tim Efektif, 09 November 2021 
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3) Pembuatan Surat Tugas Tim Efektif   

Tahapan awal kegiatan Aksi Perubahan dilakukan dalam 

pembuatan Surat Tugas Tim Efektif adalah: 

- Tim Administrasi membuat konsep Surat Tugas Tim 

Efektif; 

- Project Leader mengoreksi Surat Tugas Tim Efektif 

sebelum ditandatangai oleh Plt. Kepala Biro Persidangan 

II; 

- Plt. Kepala Biro Persidangan II menandatangani Surat 

Tugas; 

Terbentuknya Tim Efektif yang ditandai dengan 

ditandatanganinya Surat Tugas sebagaimana termuat dalam 

gambar di bawah ini. 

Gambar 5 
Surat Tugas Tim Efektif  
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Gambar 6 
Surat Tugas Tim Efektif 

 

 

2. Menyamakan persepsi dengan Stakeholder 

Menyamakan persepsi dengan para stakeholder merupakan salah 

satu kegiatan yang wajib untuk dilakukan dalam rangka mencari 

dukungan, masukan dan arahan terkait aksi perubahan yang akan 

dijalankan. Langkah- langkah yang dilakukan dalam menyamakan 

persepsi dengan stakeholder antara lain: 

a. Meminta Dukungan Stakeholder 

Dukungan dari stakeholder merupakan salah satu hal yang 

diperlukan dalam penerapan aksi perubahan. Melalui penerapan 

berbagai teori tentang kepemimpinan, komunikasi, manajeman 

kinerja, pengendalian pekerjaan, sistem pengendalian dan 

pengawasan, serta berbagai teori lainnya Project Leader 

melakukan komunikasi, sosialisasi dan pedekatan dengan para 

stakeholder untuk mendapatkan dukungan dari masing- masing 
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stakeholder dengan menerapkan Teknik komunikasi yang 

disesuaikan dengan posisi kuadran masing-masing stakeholder 

tersebut. Dokumentasi dukungan dari beberapa stakeholder 

sebagai berikut :   

1) Pemberian dukungan oleh Pimpinan MKD DPR RI 

Foto 14 
Pemberian Dukungan dari Pimpinan MKD DPR RI 

 

2) Pemberian dukungan oleh Sekjen DPR RI 

Foto 15 
Pemberian Dukungan dari Sekjen DPR RI 
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3) Pemberian dukungan oleh Deputi Persidangan Setjen DPR RI 

Foto 16 
Pemberian dukungan oleh Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI 

 

 

4) Pemberian dukungan oleh Plt. Kepala Biro Persidangan II 

Setjen DPR RI 

Foto 17 
Pemberian dukungan oleh Plt. Karosid II Setjen DPR RI 
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5) Pemberian dukungan oleh Kepala Pustekinfo Setjen DPR RI 

 

Foto 18 
Pemberian dukungan oleh Kepala Pustekinfo Setjen DPR RI 

   

 

6) Pemberian dukungan oleh Plt Kepala Biro Hukum dan 

Pengaduan Masyarakat Setjen DPR RI 

Foto 19 
Pemberian dukungan oleh Plt. Karo Hukum dan Dumas Setjen DPR RI 
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7) Pemberian dukungan oleh Kabag. Pertimbangan dan 

Dokumentasi Informasi Hukum Setjen DPR RI 

Foto 20 
Pemberian dukungan oleh Kabag. PDIH Setjen DPR RI 

 
 

8) Pemberian Dukungan oleh Mentor/Kabag. Set. MKD Setjen 

DPR RI 

 

Foto 21 
Pemberian dukungan oleh Kabag. Set. MKD Setjen DPR RI 
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9) Pemberian dukungan oleh Tenaga Ahli, Staff Administrasi, SAA   

 

 
Foto 22 

Pemberian dukungan oleh Tenaga Ahli dan Staff Administrasi 

 

Gambar 7 
Surat-surat dukungan oleh Tenaga Ahli MKD, Staff Administrasi, SAA 

dan TA Anggota DP RI 
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10) Diskusi dengan Stakeholder 

Upaya lain yang dilakukan dalam rangka mendapatkan 

dukungan dari stakeholder adalah melalui kegiatan diskusi. 

Diskusi ini dilakukan untuk mendapatkan masukan, arahan 

dan juga kritik yang sangat berguna bagi penerapan aksi 

perubahan. 

Kegiatan diskusi ini dilakukan baik secara langsung maupun 

tidak langsung dan menghasilkan banyak masukan, saran, 

dan kritikan yang sangat berguna bagi pembangunan 

SITARA. 

  

11) Meminta Masukan dari Stakeholder  

Kegiatan meminta masukan dilakukan dengan melibatkan 

mentor, tim efektif dan stakeholder lainnya dalam rangka 

menambah referensi yang dapat memperkaya pengetahuan 

dan pemahaman terkait aksi perubahan yang sedang 

dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung 

maupun tidak langsung dengan waktu yang juga fleksibel 

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aksi 

perubahan. 

 

3. Penyusunan Pedoman Template Putusan Perkara 

Rapat Koordinasi Penyusunan Pedoman  Template Putusan Perkara 

dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021, Pedoman dibuat dan 

disusun oleh Tim Data dan informasi bersama-sama dengan tim 

teknis dengan tujuan memberikan petunjuk secara teknis tentang apa 

dan bagaimana proses kerja dan penggunaan database perkara 

dalam pelaksanaan  

kegiatan penyiapan bahan surat putusan perkara. Melalui pedoman 

ini diharapkan semua orang yang terlibat dalam pekerjaan penyiapan 

bahan surat putusan perkara dapat dengan mudah dan cepat 
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menyelesaikan tugas-tugasnya. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan pedoman 

pembuatan pembuatan template putusan perkara antara lain: 

a. Dikusi dengan Tim Efektif 

Project Leader melakukan diskusi dengan Tim Efektif dalam 

membuat Pedoman Template Putusan Perkara. Dalam diskusi ini 

dibahas mengenai hal-hal yang akan dimasukkan dalam 

database, metode penginputan data, aspek yang menjadi 

perhatian terkait pengamanan data, kendala yang mungkin 

dihadapi pada saat proses pembuatan Template Putusan Perkara 

dan upaya-upaya yang mungkin dilakukan dalam mengatasi 

kendala dan kesulitan yang dihadapi. 

Foto 23 
Kegiatan diskusi tim efektif, penyusunan Pedoman Sitara 

 
 

b. Mengumpulkan referensi untuk penyusunan pedoman 

Kegiatan pengumpulan referensi untuk penyusunan pedoman 

merupakan hal yang tidak kalah pentingnya dalam penyusunan 

pedoman pembuatan template surat putusan perkara. Kegiatan ini 

dilakukan bersama-sama antara tim teknis dengan tim 

administrasi yang diikuti dengan pemberian masukan dan arahan 

dari tim data dan informasi agar terjadi keselarasan dan sinergi 

antara aplikasi yang dirancang oleh tim data dan informasi dengan 

refensi yang dikumpulkan oleh tim teknis dan administrasi. 
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Foto 24 
Kegiatan diskusi tim efektif, penyusunan Pedoman Sitara 

 

 

c. Merumuskan Pedoman Template Surat Putusan Perkara 

Setelah melalui proses pengumpulan referensi untuk penyusunan 

pedoman atau Buku Panduan Aplikasi Sitara, Tim efektif yang 

dipimpin oleh Project Leader merumuskan pedoman Template 

Surat Putusan Perkara. Dalam proses ini masing-masing anggota 

tim berkesempatan untuk menyampaikan hal-hal teknis dan non 

teknis serta memberikan berbagai masukan yang sangat 

bermanfaat dalam perumusan pedoman database perkara. 

 

d. Finalisasi Pedoman  Template Putusan Perkara dilakukan dengan 

melibatkan anggota tim efektif setelah melalui proses diskusi, 

pengumpulan referensi, perumusan dan pembahasan yang 

mendalam terkait pembuatan sistem template surat putusan 

perkara. 
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Gambar 8 
Buku Panduan Aplikasi SITARA 

 

Foto 25 
Kegiatan Finalisasi Pedoman Sitara 
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4. Pembuatan Aplikasi Template surat putusan perkara 

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan tim efektif dalam 

pembuatan Aplikasi Template surat putusan perkara adalah: 

a. Pembahasan teknis pembuatan Aplikasi Template surat putusan 

perkara 

Pembahasan teknis pembuatan aplikasi template surat putusan 

perkara dilakukan dalam rangka persiapan penginputan data 

perkara. Dalam tahap ini tim teknis dan tim administrasi bersama-

sama dengan tim data dan informasi saling bertemu dan berdikusi 

mengenai hal-hal teknis yang perlu dilakukan dan mendiskusikan 

mengenai kendala yang mungkin dihadapi dalam proses 

penginputan database surat putusan pada aplikasi Sitara 

b. Perumusan langkah teknis kegiatan pembuatan aplikasi template 

surat putusan perkara. 

Dari hasil diskusi dan pengembangan  konsep  di  lapangan,  

selanjutnya dirumuskan langkah teknis untuk mengatasi kendala 

teknis dalam proses penginputan data surat putusan perkara pada 

aplikasi Sitara yang akan dibangun. 

 

 
Gambar 9 

BEFORE dan AFTER terbangunnya SITARA 
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c. Simulasi Penginputan database pada aplikasi surat putusan 

perkara 

Setelah dilakukan berbagai persiapan baik dari segi pedoman, 

teknis pembuatan database surat putusan perkara dan hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan database surat 

putusan perkara pada aplikasi Sitara, selanjutnya dilakukan 

penginputan database surat putusan perkara pada aplikasi Sitara 

yang dibangun dalam tahun berjalan, yaitu periode masa 

persidangan I sampai dengan V Tahun Sidang 2020-2021. 

 

 

Gambar 10 
Simulasi penginputan database SITARA 

 

 

d. Penginputan data untuk template surat putusan perkara 

Kegiatan penginputan data untuk template surat putusan perkara 

dilakukan oleh tim teknis bersama-sama dengan tim administrasi 

denga bantuan penataan oleh tim data dan infomasi. Proses 

penginputan dilakukan dengan memperhatikan dan 

mempertimbangkan faktor keamanan data-data yang ada. 
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Foto 26 
Bahan Rapat yang disiapkan dalam setiap rapat sebelum menggunakan 

Aplikasi SITARA 
 
 
 

 

Gambar 11 
Proses input database SITARA 
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Gambar 12 
Hasil input database SITARA 

 

Gambar 13 
Hasil output SITARA 
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5. Sosialisasi dan ujicoba 

Kegiatan sosialisasi dan ujicoba dilakukan di kalangan internal 

kesekretariatan Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tenaga Ahli 

Mahkamah Kehormatan Dewan yang dilaksanakan pada tanggal 9 

November 2021. Pembatasan audiens dalam kegiatan sosialisasi 

dan ujicoba dilakukan karena data-data yang dikelola dan ditangani 

oleh Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan adalah data-

data yang bersifat tertutup dan rahasia. 

 Foto 27 
Kegiatan Sosialisasi dan Ujicoba SITARA 

 
 
 

Aksi Perubahan yang telah dirancang dan dilaksanakan bukan 

sekedar untuk menyelesaikan tugas Pelatihan Kepemimpinan 

Pengawas, namun juga bagaimana kemanfaatannya bagi organisasi 

yang akan membawa perubahan dan inovasi bagi pemangku 

kepentingan dan menuju Parlemen yang moderen dengan berbasiskan 

tehnologi. Oleh karena itu, implementasi Aksi Perubahan dipandang 

sebagai sebuah komitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas serta tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Dengan diselesaikannya pembuatan aplikasi Sistem Template 

Surat Putusan Perkara (SITARA) maka aplikasi ini dapat dimanfaatkan 

oleh Anggota MKD dalam menangani proses pengaduan guna 

pengambilan keputusan yang cepat, tepat dan akuntabel. Disamping itu, 
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Aplikasi SITARA diharapkan mampu memberikan dukungan terhadap 

Anggota MKD dalam merumuskan langkah-langkah pencegahan agar 

perilaku pelanggaran Kode Etik tidak berulang, dan juga dapat 

mendukung kegiatan sosialisasi yang mengkomunikasikan potensi- 

potensi pelanggaran agar tidak berulang di masa depan. 

Capaian dari pelaksanaan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi 

diaktualisasikan melalui penerapan prinsip-prinsip kepemimpinan 

melayani dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Pola 

kepemimpinan ini menggambarkan tingkat kemampuan pemimpin 

untuk mengubah mentalitas dan perilaku anggota menjadi lebih baik. 

Konsep kepemimpinan ini menawarkan perspektif perubahan pada 

layanan terhadap organisasi/instansi dari yang masih bersifat 

konvensional menjadi konsep digital, sehingga anggota organiassi 

tersebut menyadari eksistensinya untuk membangun institusi yang siap 

menyongsong perubahan bahkan menciptakan perubahan. 

Pengimplementasian prinsip-prinsip kepemimpinan 

transformasional dalam kegiatanpencapaian Aksi Perubahan dilakukan 

dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: 

1. Simplifikasi 

Simplifikasi merupakan prinsip yang berkaitan dengan kemampuan 

serta keterampilan dalam mengungkapkan visi secara jelas, praktis 

dan transformasional. Visi Sekretariat Jenderal adalah Terwujudnya 

Sekretariat Jenderal DPR RI yang moderan dan professional dalam 

mendukung fungsi DPR RI. Biro Persidangan II yang merupakan 

salah satu Biro yang berkedudukan dibawah Setjen DPR RI 

mempunyai visi Terwujudnya dukungan persidangan Badan dan 

Mahkamah (Baleg, Banggar, BAKN, BURT dan Pansus) yang 

profesional dan akuntabel. Sekretariat Mahkamah Kehormatan 

Dewan yang berada di bawah koordinasi Biro Persidangan II 

mempunyai tugas melaksanakan dukungan tata usaha dan rapat 

MKD. Implementasi dari penerapan prinsip ini adalah penulis selaku 
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pemimpin memberikan arahan kepada Tim Efektif bahwa 

pengembangan aksi perubahan ini adalah untuk mendukung    

pencapaian visi dari Sekretariat Jenderal dan Biro Persidangan II 

serta meningkatkan kinerja layanan dukungan terhadap Anggota 

MKD yang merupakan tugas dari Sekretariat MKD. 

2. Motivasi 

Motivasi dalam hal ini adalah kemampuan untuk mendapatkan 

komitmen dari setiap orang yang terlibat terhadap suatu visi yang 

sudah dijelaskan. Seorang Pemimpin harus dapat memotivasi dan 

memberi energi positif kepada setiap anggota tim. Capaian yang 

diraih Tim dalam menerapkan Aksi Perubahan ini adalah bahwa 

setiap anggota tim termotivasi untuk terlibat secara aktif dan saling 

memberikan dukungan yang dapat melahirkan ide - ide kreatifnya 

dalam membangun sistem demi tercapainya aksi perubahan yang 

sesuai dengan tujuan organisasi. 

3. Inovasi 

Capaian dalam Aksi Perubahan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan seluruh anggota tim dalam merumuskan dan 

mengimplementasikan ide-ide baru yang dapat mendorong kinerja 

instansi. Dalam hal ini, tim telah bersama-sama melakukan 

penelaahan permasalahan yang ada di unit kerja dan mencari solusi 

untuk mengatasi permasalahan tersebut hingga muncullah ide dan 

gagasan untuk membangun Aplikasi SITARA yaitu format template 

yang memuat surat putusan perkara secara lengkap guna 

memudahkan Anggota MKD memberikan pertimbangan dan 

referensi dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap 

suatu perkara dengan cepat, tepat dan akuntabel. 
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B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN 

Pelaksanaan Aksi Perubahan bertujuan untuk memberikan manfaat 

dalam peningkatan kinerja pelayanan, baik bagi organisasi/instansi, 

bagi Stakeholder maupun bagi publik/masyarakat yang menyampaikan 

pengaduannya kepada MKD dan diberikan putusan.. 

Manfaat yang diperoleh dari Aksi Perubahan berupa Sistem Template 

Surat Putusan Perkara (SITARA) ini antara lain: 

1. Manfaat Bagi Internal Organisasi 

a) Manfaat yang diperoleh Kepala Bagian Sekretariat MKD dari aksi 

perubahan SITARA adalah: 

- Surat Putusan Perkara yang dibutuhkan dapat tersedia 

dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan. 

- Laporan dan infomasi yang disajikan yang lengkap 

sehingga dapat memberikan gambaran yang 

komprehensif tentang proses yang telah dijalani dan 

sangat bermanfaat untuk sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan. 

- Proses penyampaian laporan kepada Pimpinan dan Anggota 

MKD menjadi lebih mudah, cepat, rapi, dan akuntable. 

b) Manfaat bagi Bagian Sekretariat MKD 

- Tertatanya dokumen dan arsip surat putusan perkara di 

Bagian Sekretariat  MKD. 

- Mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas 

di Bagian Sekretariat MKD. 

- Terbangunnya sistem informasi yang diperlukan dalam 

penyediaan surat putusan perkara yang ada di unit kerja. 

- Kemudahan dalam penelusuran surat-surat putusan perkara. 

- Meningkatnya kompetensi pegawai dalam bidang pengelolaan 

surat putusan perkara. 

- Tercapainya kinerja organisasi dalam memberikan 

layanan penyediaan surat putusan perkara. 
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2. Manfaat Bagi Eksternal Organisasi 

a) Manfaat bagi Pimpinan dan Anggota MKD 

    Sistem informasi template Surat Putusan Perkara (SITARA) 

dapat  mempermudah dan mempercepat penyelesaian tugas 

dan fungsi Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan dalam : 

- Menyelesaikan surat putusan perkara dengan mudah, cepat , 

rapi, dan akuntable.  

- Merumuskan langkah-langkah pencegahan dan 

mengkomunikasikan potensi-potensi pelanggaran etika yang 

biasanya terjadi, agar perilaku pelanggaran Kode Etik tidak 

berulang dimasa depan. 

- Menjadikan kinerja Anggota MKD dalam melayani masyarakat 

yang telah menyampaikan laporan pengaduan kepada MKD 

menjadi semakin baik. 

b) Manfaat Bagi Biro Persidangan II 

- Memberikan kontribusi dalam mencapai visi Sekretariat  

Jenderal  DPR RI untuk menjadi Sekretariat Jenderal yang 

Profesional dan Modern dalam mendukung Visi DPR RI. 

- Perwujudan dari nilai organisasi Setjen DPR RI, yaitu 

akuntabel. 

 

3. Manfaat Bagi Projec Leader 

- Sebagai sarana bagi peningkatan dukungan pelayanan kepada 

Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI; 

- Sebagai wujud dari ide/gagasan dalam pelaksanaan tugas Sub 

Bagian Administrasi Perkara dalam hal dukungan pelayanan 

penyediaan Sistem Template Surat Putusan Perkara di Bagian 

Sekretariat Mahkamah Kehormatan Dewan; 
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- Memberikan nilai tambah dan perubahan pola pikir melalui inovasi 

aksi perubahan yang diharapkan mampu meningkatkan 

kompetensi dan keterampilan dalam kepemimpinan. 

 

4. Kendala selama pelaksanaan Aksi Perubahan 

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan Aksi Perubahan antara 

lain: 

- Kesibukan atau padat dan dinamisnya kegiatan di Alat 

Kelengkapan Dewan terutama pada masa sidang; 

- Pelibatan unit kerja lain, yaitu Bidang Data dan Teknologi 

Informasi/Pustekinfo yang juga memiliki banyak kegiatan dan 

jadwal yang padat. 
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BAB III 

 

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

 

A. TINDAK LANJUT KEGIATAN JANGKA PENDEK DENGAN 

MENETAPKAN TARGET CAPAIAN JANGKA MENENGAH DAN 

JANGKA PANJANG 

Penerapan Aksi Perubahan terbangunnya Sistem Template Surat 

Putusan Perkara (Sitara) merupakan bagian dari langkah awal menuju   

Parlemen Modern yang menitikberatkan pada pelayanan berbasiskan 

teknologi. Dukungan seluruh pihak dalam implementasinya tidak hanya 

dibutuhkan dalam penyusunan Aksi Perubahan, melainkan juga pada 

tahapan tindak lanjut, baik Jangka Menengah maupun Jangka Panjang 

sebagai satu bentuk kolaborasi yang berkelanjutan. 

Rangkaian aktifitas sebagaimana telah disusun dalam milestone 

Jangka Pendek telah dilaksanakan dan menghasilkan terbangunnya 

Layanan Sistem Sistem Template Surat Putusan Perkara (Sitara) 

Mahkamah Kehormatan Dewan berupa putusan-putusan Perkara. 

Mengingat isi Surat Putusan Perkara pengaduan MKD bersifat 

rahasia dan hanya untuk kalangan terbatas yaitu internal MKD. 

Selanjutnya, capaian dari implementasi Aksi Perubahan ini akan 

ditindaklanjuti dalam milestone Jangka Menengah dan Jangka Panjang 

yang telah ditetapkan, yaitu: 

1. Jangka Menengah 

Target dari tujuan jangka menengah aksi perubahan Sistem Template 

Surat Putusan Perkara (Sitara) terbangunnya aplikasi Sistem 

Template Surat Putusan Perkara (Sitara) di Bagian Sekretariat MKD. 

Kegiatan yang direncanakan dalam tahapan ini adalah: 

a. Sosialisasi dan Uji Coba dengan penginputan database putusan 

perkara lengkap dengan data-data kronologisnya yang berhasil 

dikumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya dan akan mulai 
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diterapkan selama 6 (enam) bulan pada tanggal 15 Desember 2021 

sampai dengan 31 Mei 2022. 

b. Pengembangan Sistem Template Surat Putusan Perkara (Sitara) 

Pengembangan dalam konteks ini berupa perbaikan terhadap 

sistem yang sudah dibangun dan dikuti dengan penambahan fitur-

fitur sesuai dengan kebutuhan. 

 

2. Jangka Panjang 

Target dari tujuan Jangka Panjang aksi perubahan Sistem Template 

Surat Putusan Perkara (Sitara) adalah terintegrasinya Sistem 

Template Surat Putusan Perkara (Sitara) dengan layanan secara 

digitalisasi Template Surat Putusan Perkara di MKD. Dalam tahap ini 

kegiatan yang akan diterapkan selama 1 (satu ) tahun pada tanggal 

01 Juni 2022 sampai dengan 31 Mei 2023 dilakukan antara lain :  

a. Monitoring dan Evaluasi SITARA, yaitu melakukan monitoring   dan 

evaluasi penggunaan Sistem Template Surat Putusan Perkara 

(Sitara); 

b. Penyempurnaan SITARA, yaitu melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan Sistem Template Surat Putusan Perkara (Sitara); 

c. Pengintegrasian SITARA, yaitu mengintegrasikan Sistem Template 

Surat Putusan Perkara (Sitara) di Sekretariat Mahkamah 

Kehormatan Dewan.   

 

Dukungan   terhadap upaya keberlanjutan yang direncanakan 

dalam aksi perubahan ini dirasakan sangat besar, terutama terkait 

dengan upaya menjadikan DPR RI sebagai sebagai Parlemen Modern 

yang salah satu  indikatornya adalah terselenggaranya pelayanan 

yang berbasis Teknologi Informasi. Selain itu, dukungan lain yang 

diberikan dalam menjamin keberlanjutan terkait Aksi Perubahan ini 

adalah Perjanjian Kinerja atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 

2022.  
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Sebagai bagian dari diterimanya Aksi Perubahan ini sebagai 

salah satu indikator kinerja di Sub. Bagian Administrasi Perkara, 

penulis juga melakukan identifikasi sumber daya pendukung lainnya 

guna menghasilkan pelayanan optimal di Sub. Bagian Administrasi 

Perkara yaitu:  

1. Sumber Daya Manusia 

Keterlibatan SDM dalam pembangunan budaya kerja, nilai-nilai   

organisasi, dan komitmen pelayanan sangat  diperlukan dalam 

mendukung keberlangsungan Aksi Perubahan, karena tanpa   

dukungan budaya kerja, nilai-nilai organisasi, dan komitmen 

pelayanan tersebut Aksi Perubahan tidak dapat berjalan dengan 

baik dan maksimal. 

Disamping itu, dukungan SDM yang memiliki kemampuan dan 

keterampilan di dalam penanganan dan pengelolaan Surat Putusan 

Perkara di unit kerja pelaksana kegiatan juga dapat mendukung 

upaya peningkatan layanan terhadap Pimpinan dan Anggota 

Mahkamah Kehormatan Dewan serta masyarakat luas. Untuk itu  

diperlukan upaya peningkatan pengetahuan SDM dengan 

memberikan Pendidikan dan keterampilan yang dapat mendukung  

performa SDM   melalui kegiatan  Pendidikan dan Pelatihan, 

sosialisasi,  workshop dan bentuk pengembangan kompetensi 

lainnya. 

2. Keuangan 

Bentuk dukungan di dalam aspek keuangan adalah menyiapkan 

program dan penganggaran bagi pengembangan sistem informasi 

pada tahap selanjutnya, sehingga dapat dihasilkan aplikasi yang   

terintegrasi dan dapat  mendukung pelayanan secara lebih baik 

lagi. 

3. Peralatan pendukung 

Dukungan peralatan pendukung dalam penerapan Aksi Perubahan 

ini antara lain melalui: 
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- Pemanfaatan   teknologi dalam merancang  dan menerapkan 

Aksi Perubahan.   

- Pemanfaatan teknologi dalam pengendalian dan pengawasan 

pekerjaan 

4. Sistem Kerja (Manajemen Kinerja) 

- Melakukan identifikasi potensi dan peluang yang memungkinkan 

bagi terselenggaranya pelayanan yang lebih baik. 

- Mengubah kelemahan menjadi potensi dan peluang untuk 

mencapai keunggulan 

 

Dalam rangka menjadikan Aksi Perubahan sebagai upaya   

optimalisasi layanan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 

perlu dilakukan pengukuran terhadap capaian perbaikan kinerja 

organisasi dapat diukur secara kualitatif dengan menggunakan 

indikator pengukuran kinerja (Dwiyanto, 1995), yaitu: 

1. Produktifitas 

Melalui produktivitas dapat dipahami dari rasio antara input dan 

output   yang hasilnya memperlihatkan terlaksananya atau 

terealisasinya kegiatan yang telah direncanakan. 

2. Kualitas Layanan 

Kualitas layanan menjadi penting karena dapat menjelaskan kinerja 

organisasi. Meningkatkan dukungan layanan terhadap Anggota 

MKD dan dapat meningkatkan pula kinerja instansi/organisasi 

terhadap Anggota MKD khususnya hasil surat putusan perkara 

yanga ada di Mahkamah Kehormatan Dewan.    

3. Responsivitas 

Responsivitas menyangkut kemampuan organisasi untuk 

mengenali kebutuhan kemudian Menyusun dan mengembangkan 

program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, 

Sekretariat MKD harus dapat mengindentifikasi/mengamati 

kebutuhan apa yang diperlukan untuk dapat meningkatkan layanan 
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yang maksimal terhadap MKD/Anggota MKD sehingga tercapai 

tujuan organisasi.  

4. Responsibilitas 

Responsibilitas menjelaskan sejauh mana kegiatan dilakukan 

sesuai dengan kebijakan organisasi. Aksi Perubahan yang ingin 

dicapai adalah guna meningkatkan dukungan layanan yang 

maksimal terhadap MKD/Anggota MKD, dimana hal ini sejalan 

dengan vis, misi, dan tujuan organisasi.  

5. Akuntabilitas 

Menyangkut bentuk perwujudan dari kewajiban suatu organisasi 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini 

tergambar dari capaian yang diperoleh atas implementasi Aksi 

Perubahan.  

 

B. Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan 

 Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan merupakan sebuah 

kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan apalagi jika terkait dengan 

peningkatan peningkatan mutu pelayanan. Dalam Aksi Perubahan  

Aplikasi Sistem Template Surat Putusan Perkara (Sitara) ini, dilakukan 

kegiatan evaluasi pengendalian dan pengawasan terhadap 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 

1. Keterbatasan waktu untuk penyelesaian Aksi Perubahan 

Untuk mengatasi kendala terkait terbatasnya waktu untuk 

menyelesaikan Aksi Perubahan adalah: 

- Membuat jadwal perencanaan dan tahapan kegiatan secara detil 

dan terperinci. Dengan penjadwalan yang lengkap dan rinci ini 

dapat diketahui apakah terdapat kendala dalam implementasinya. 

Dan dari hasil ditentifkasi kendala tersebut dapat disusun rencana 

alternative yang dapat menjamin keberlangsungan kegiatan 

penerapan Aksi Perubahan. 
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- Menerapkan manajemen waktu untuk mengatur langkah strategis 

yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan secara efektif dan 

efisien. 

2. Dukungan SDM yang kompeten dalam pembuatan system informasi 

di unit kerja. 

Untuk mengatasi permasalahan tersedianya SDM yang kompeten 

dalam  pembuatan aplikasi sistem informasi di unit kerja, diupayakan 

kerjasama dan pemberdayaan SDM dari unit lain yang secara khusus 

menangani pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 

yang ada di Sekretariat Jenderal DPR RI, yaitu para Pranata Komputer 

dari Bidang Data dan Teknologi Informasi atau Bagian Pustekinfo 

Setjen DPR RI.  

3. Keamanan dan kerahasiaan data dan dokumen 

Kerahasiaan dokumen surat putusan perkara merupakan 

permasalahan yang sangat menjadi perhatian di Bagian Sekretariat 

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI 

Untuk menjamin kerahasiaan dokumen yang dikelola dalam Aksi 

Perubahan ini disepakati langkah pengamanan sebagai berikut: 

- Melakukan pengarsipan berkas asli yang diikuti dengan scaning 

dan penginputan langsung ke aplikasi SITARA dan database 

putusan perkara; 

- Memberikan hak akses terbatas hanya kepada 3 (tiga) administrator 

atau orang yang dalam pelaksanaan tugasnya berhubungan 

langsung dengan penanganan putusan perkara, yaitu:  Kepala Sub 

Bagian Administrasi Perkara, Analis Rapat, dan Pengolah Data; 

- Untuk masuk ke dalam aplikasi SITARA harus ada ijin khusus yang 

dikeluarkan oleh Bidang Data dan Teknologi Informasi atas 

persetujuan dari Kepala Bagian Sekretariat Mahkamah 

Kehormatan Dewan dan digunakan Single Sign On (SSO) System, 

dimana user yang akan mengakses aplikasi harus menggunakan 

password yang hanya dimiliki oleh orang/user tersebut; 
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- Membuat Surat Tugas untuk PIC atau pengguna/user sebagai 

sebagai admin penggunaan aplikasi Sitara yang ditanda tangani 

oleh atasan langsung eselon III/Kabag.  

- Aplikasi SITARA hanya dapat digunakan dengan menggunakan 

internet dengan kabel Local Area Network (LAN). Hal ini dilakukan 

untuk menjamin agar data tidak dapat diakses secara terbuka; 

4. Pengendalian kegiatan penerapan Aksi Perubahan di masa Pandemi 

Covid- 19 

Penerapan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

(PKP) tahun 2021 ini merupakan sebuah kegiatan yang lain dari 

biasanya, dalam tahun ini seluruh kegiatan dipengaruhi oleh pandemi 

Covid-19 yang  mengharuskan setiap orang  untuk membatasi 

kegiatan pertemuan dengan orang lain dan pembatasan jumlah orang 

yang atau berkumpul untuk suatu kegiatan. Karena itu, dalam 

penerapan Aksi Perubahan SITARA juga dilakukan pembatasan 

rapat-rapat ataupun pertemuan secara tatap muka. 

Terkait dengan hal tersebut di atas, pengendalian kegiatan dengan 

menerapkan langkah-langah sebagai berikut: 

- Pemanfataan teknologi yang ada dalam kegiatan komunikasi dan 

koordinasi dengan tim efektif, coach, atau pun mentor, seperti 

menggunakan Zoom Meeting, Whatsaap, atau pun email. 

- Jika diperlukan pertemuan secara fisik, harus memperhatikan 

protokol kesehatan yang berlaku, seperti menggunakan masker, 

menjaga jarak, dan mencuci tangan secara rutin 
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BAB IV 

 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari Aksi Perubahan ini adalah:   

1. Aplikasi Sistem Template Surat Putusan Perkara (SITARA) 

merupakan bentuk optimalisasi layanan format surat putusan perkara  

yang diberikan oleh Bagian Sekretariat Mahkamah Kehormatan 

Dewan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah 

Kehormatan Dewan dalam bentuk Sistem Template Surat Putusan 

Perkara dengan pemanfaatan fasilitas digital yang tersedia pada 

portal dpr.go.id. khusus MKD 

2. Penggunaan Aplikasi SITARA ini sangat membantu dan memudahkan 

Anggota MKD dalam mempelajari setiap pengaduan dan  putusan  

perkara  yang telah masuk dan menghasilkan keputusan yang rapi dan 

cepat serta tentunya dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Pembuatan, pembangunan dan penggunaan aplikasi SITARA 

merupakan bagian dari wujud keterlibatan Mahkamah Kehormatan 

Dewan sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan dalam 

mendukung penerapan E-Parlemen menuju Parlemen modern dan 

profesional yang berbasis teknologi. 

 

B. REKOMENDASI 

Saran/rekomendasi yang dapat diberikan dalam Aksi Perubahan ini 

adalah:   

1. Perlu  adanya kerja sama dan sinergi semua pihak yang terkait dalam 

penanganan surat putusan perkara di Mahkamah Kehormatan Dewan 
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agar pelaksanaan tugas dapat berjalan secara cepat, tepat, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

2. Perlu adanya peningkatan kompetensi SDM dalam penanganan surat 

putusan perkara dan pengelolaan kearsipannya . 

3. Perlu adanya penyesuaian SOP terkait pelayanan Surat Putusan 

Perkara agar terdapat keseragaman pemberian layanan oleh para 

pelaksana di Sekretariat MKD. 

 

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam   

penyusunan laporan dan penerapan  Aksi Perubahan Pelatihan 

Keterampilan   Pengawas ini, untuk itu saran, kritik, dan masukan dari 

berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam penerapan dan pengembangan 

Aplikasi SITARA.   

 

Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan dapat memperkaya 

pengetahuan dan wawasan  bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi 

penulis pribadi. Dan akhirnya, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih 

dan permohonan maaf yang sebesar- besarnya apabila dalam penerapan 

aksi perubahan dan   laporan aksi perubahan ini terdapat kesalahan dan 

kekhilafan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
=================== 

 
  

LAMPIRAN 1 
SURAT PERNYATAAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN 

MENTOR 
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LAMPIRAN 2 
SURAT PERNYATAAN IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN 

BIRO MKIASN 
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LAMPIRAN 3 
SURAT TUGAS TIM EFEKTIF 
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LAMPIRAN 4 
SURAT TUGAS PIC-USER/ADMIN SITARA 
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KEGIATAN PEMBIMBINGAN PESERTA DENGAN MENTOR 
 

LAMPIRAN 5 
KARTU KENDALI PROSES PEMBIMBINGAN PESERTA                       

DENGAN MENTOR 
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LAMPIRAN 6 
EVIDEN KEGIATAN PROSES PEMBIMBINGAN PESERTA                       

DENGAN MENTOR 
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KEGIATAN PEMBIMBINGAN PESERTA DENGAN COACH 
 

LAMPIRAN 7 
KARTU KENDALI PROSES PEMBIMBINGAN PESERTA                      

DENGAN COACH 
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LAMPIRAN 8 
EVIDEN KEGIATAN PROSES PEMBIMBINGAN PESERTA                       

DENGAN COACH 
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LAMPIRAN 9 
PANDUAN SITARA  

HAL. 1 S.D. 17 
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LAMPIRAN 10 
JADWAL KEGIATAN SITARA 
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LAMPIRAN 11 
JADWAL PELAKSANAAN SITARA 

  
 



Laporan Aksi Perubahan PKP Setjen DPR RI 2021 | SITARA |  82  

 
 



Laporan Aksi Perubahan PKP Setjen DPR RI 2021 | SITARA |  83  

 



Laporan Aksi Perubahan PKP Setjen DPR RI 2021 | SITARA |  84  

LAMPIRAN 12 
SURAT-SURAT DUKUNGAN 
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LAMPIRAN 13 
SURAT UNDANGAN RAKOR, LAPSING DAN DAFTAR HADIR 

 
RAKOR 1 
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LAPSING 1 
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DAFTAR HADIR 1 
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RAKOR 2 
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LAPSING 2 
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DAFTAR HADIR 2 
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RAKOR 3 
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LAPSING 3 
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DAFTAR HADIR 3 
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RAKOR 4 
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LAPSING 4 
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DAFTAR HADIR 4 
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RAKOR 5 
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LAPSING 5 
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DAFTAR HADIR 5 
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RAKOR 6 
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LAPSING 6 
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DAFTAR HADIR 6 
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RAKOR 7 
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LAPSING 7 
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DAFTAR HADIR 7 
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RAKOR 8 
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LAPSING 8 
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DAFTAR HADIR 8 
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LAMPIRAN 14 
DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Gambar 14 
Buku Peraturan DPR RI tentang Kode Etik dan Tata Beracara MKD DPR RI 
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LAMPIRAN 15 
PENILAIAN MENTOR TENTANG DESKRIPSI KEMAMPUAN PESERTA 

DALAM IMPLEMENASI AKSI PERUBAHAN 
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LAMPIRAN 16 
TESTIMONI 
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LAMPIRAN 17 
RAP SITARA VIA SCAN BARCODE 

 
 

 


